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1. Unit Organisasi KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2. Satuan Kerja KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
3. Tugas Pokok Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan
HAM dalam wilayah propinsi berdasarkan Kebijakan Menteri dan ketentuan Perundang-
undangan
4. Fungsi a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan
b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan
Intelektual dan pemberian informasi hokum
c. Pelaksanaan fasilitasi perangcangan produk hukum daerah, pengembangan budaya
hokum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum
d. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unti pelaksana teknis di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan
e. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan
penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM
f.  Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah
Indikator Kinerja Utama Tambahan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Keterangan
1 2 3 4
1. | Terwujudnya Manajemen Kantor Wilayah Presentase Peningkatan Penyelesaian
Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Laporan Pengaduan Masyarakat
Presentase Peningkatan Kampanye
Pengendalian Gratifikasi
Presentase Peningkatan Penyelesaian
Laporan WBS
2. | Terwujudnya Pelayanan Publik yang memuaskan Presentase Peningkatan Penysunan
dan memenuhi kebutuhan masyarakat Standar Pelayanan Publik
Presentase Peningkatan Penyusunan
Standar Operasional Pelayanan
Presentase Peningkatan Indeks
Kepuasan Masyarakat




TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Keterangan
1 2 3 4
1. | Terwujudnya Manajemen Kantor Wilayah Presentase Peningkatan Penyelesaian 80%
Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Laporan Pengaduan Masyarakat
Presentase Peningkatan Kampanye 80%
Pengendalian Gratifikasi
Presentase Peningkatan Penyelesaian 80%
Laporan WBS
2. | Terwujudnya Pelayanan Publik yang memuaskan Presentase Peningkatan Penysunan 80%
dan memenuhi kebutuhan masyarakat Standar Pelayanan Publik
Presentase Peningkatan Penyusunan 80%
Standar Operasional Pelayanan
Presentase Peningkatan Indeks 80%

Kepuasan Masyarakat
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